
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor4286);

BUPATI GARUT,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nornor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Urnurn Daerah, Badan Layanan Urnurn Daerah dapat
rnelakukan kerja sarna dengan pihak lain untuk rneningkatkan
kualitas dan kuantitas pelayanan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nornor
445/Kep.461-0rtala/2009 tentang Penetapan Rurnah Sakit
UrnumDaerah dr. Slarnet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Urnurn Daerah Penuh, Rurnah Sakit
Urnurn Daerah dr. Slarnet telah ditetapkan sebagai Badan
Layanan UrnurnDaerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nornor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umurn Daerah, kerja sarna dengan pihak lain
sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a diatur dengan Peraturan
Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sarna
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Penuh;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

Mengingat

Menirnbang

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH

PERATURANBUPATIGARUT

NOMOR 8 TAHUN 2020

BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT

[ SALINAN



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun. 2004 tentang Perneriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5879);

8. Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Urnum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
I~donesia Nomor6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Keputusan Bupati Garut Nomor 445/Kep.461-0rtala/2009
tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
dr. Slamet Garut dengan Statue Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umurn Daerah (PPK-BLUD)Penuh.

Memperhatikan :
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Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Rumah Sakit UmumDaerah dr Slamet Kabupaten Garutyang selanjutnya disebut

RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut yang telah
menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

5. Direktur adalah Direktur RSUDdr. Slamet Garut.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUDadalah sistem

yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. PemimpinBadan Layanan Umum Daerah RSUDadalah Direktur RSUD.
8. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan

kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang
bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUDyang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak
perlu dibayar kembali.

10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.

11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk
memperoleh barang danj'atau jasa untuk keperluan operasional RSUD.

12. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang
dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

13. RekeningKasBLUDadalah rekening tempat penyimpanan uang BLUDpada bank
yang ditunjuk oleh KepalaDaerah.

14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBAadalah dokumen
rencana anggaran tahunan BLUDt yang disusun dan disajikan sebagai bahan
penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUDyang selanjutnya disingkat DPA-BLUD
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

BABI
KETENTUAN UMUM

PERATURAN BUPATI TENTAHG PEDOMAN PELAKSANAAN
KERJASAMA RUMAR SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET
GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

3



Pasa14
(1) Pelaksanaan kerjasama antara RSUD dengan Pihak Lain didasarkan pada

prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. efisiensi;
b. efektivitas;
c. ekonomis; dan
d. saling menguntungkan.

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
a. memberikan kepastian hukum bagi RSUD dalam melakukan keIjasama dengan

pihak lain; dan
b. memberikan pedoman bagi RSUD dalam hal pengelolaan dan tata cara ketjasama

dengan pihak lain.

Pasa13

Pa.. 12
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arab dan
pedoman bagi RSUD dalam rangka melakukan keIjasama dengan pihak lain guna
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

BABII
MAKSUD, TUJUAK DAN PRINSIP

16. KeIjasama Operasional adalah perikatan antara RSUDdengan Pihak Lain sebagai
mitra keIjasama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan
proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sarna operasional dengan
tidak menggunakan barang milik daerah.

17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD darr/atau optimalisasi barang
milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.

19. Sewa adalah pemanfaatan barang milikdaerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

20. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang
milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya
diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya
setelah berakhirnya jangka waktu.

21. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat aSG adalah pemanfaatan barang
milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
danj'atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu
tertentu yang disepakati.

22. KeIjasama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan
barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan pendapatan RSUDatau sumber pembiayaan lainnya.
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Bagian Kedua
Bentuk Kerja.ama DeDgan Pihak Lain

Pasal6
(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

a. kerjasama operasional; dan
b. pemanfaatan barang milik daerah.

(2) Kerjasama operasional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan
mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milikdaerah.

(3) P~manfaatan ba.ra;tgmilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah darr/atau optimalisasi
barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk
memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang
menjadi kewajiban RSUD.

PasalS
(1) RSUDdapat rnelakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan

tugas dan fungsi RSUD.
(2) Kerjasama dengan pihak lain sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat

berdasarkan prakarsa/Inisiatif RSUDmenawarkan rencana kerjasama kepada
pihak lain atau berdasarkan penawaran dari pihak lain untuk rnelaksanakan kerja
sama dengan RSUDmengenai objek tertentu.

(3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1)harus dilaksanakan
dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.

(4) Tujuan RSUDmelakukan kerjasama dengan pihak lain adalah:
a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan RSUD;
b. memberikan nilai tambah bagi RSUD;
c. memperoleh barangfjasa yang dibutuhkan RSUDsecara efisien dan efektif

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD;
d. memperoleh aset RSUDmelalui kemitraan;
e. mengoptimalkan penggunaan aset RSUD;
f. memanfaatkan aset RSUDdalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan

fungsi RSUD;
g. meningkatkan pendapatan RSUD;dan
h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

(5) Pelaksanaan ketjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
bentuk petjanjian antara Direktur dengan MitraKerja Sarna.

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Pelaksanaan Kerjasama Dengan Pihak Lain

BABIII
PELAKSANAAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

(2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)huruf d dapat
berbentuk finansial dan/ atau nonfinansial.
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Pasa19
Tata cara ketjasama dengan Pihak Lain melalui tata cara KSO dilakukan melalui
tahapan:
a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;

Baglan Keaatu
Umum

BABIV
TATA CARA KERJA BAllA DBRGO PIHAK LAIN MBLALUI TATA CARA K80

(2) Tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan rnengenai
barang milik daerah.

a. Sewa;
b. KSP;
c. SOS; atau
d. SSO.

PauJ8
(1) Kerjasamadengan Pihak Lain rnelalui tata cara pemanfaatan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal6 ayat (1) huruf b meliputi:

P.a17
(1) Keriasama operasional yang dilakukan RSUD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) adalah kerjasama operasional penyediaan barang/ jasa yang
dibutuhkan RSUDdalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD.

(2) Ketjasama operasional penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
kerjasama operasional yang dilakukan antara RSUDdengan rnitra kerjasama
operasional dalam rangka memenuhi/memperoleh/menyediakan barang/jasa
yang dibutuhkan RSUD.

(3) Ketjasama operasional penyediaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2),meliputi namun tidak terbatas pada kerja sarna penyediaan:
a. obat dan bahan medis habis pakai;

b. alat kesehatan;
c. alat non kesehatan;
d. bahan penunjang diagnostik;
e. sumber daya manusia kesehatan;
f. gas medis;
g. makan-minum pasien;
h. jasa cleaning service;
1. jasa pelayanan ambulance;
j. jasa pembuatan dan pengembangan sistern informasi;
k. jasa petugas keamanan; atau
1. jasa pelayanan lainnya.
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Pasalll
(1) Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10, RSUD melakukan persiapan pelaksanaan KSO
sekurang-kurangnya meliputi:
a. identifikasi ketersediaan anggaran pada DPARSUD;
b. identifikasi kesesuaian kegiatan dengan Rencana Kerja dan RBARSUD;
c. penentuan jangka waktu pelaksanaan K80;
d. penentuan objek KSO;
e. penentuan kriteria/kualifikasi MitraKSO;dan
f. jadwal penawaran rencana kerja sarna danj'atau undangan kepada pihak

lain/ calon Mitra KSO,jadwal pemilihan dan penetapan mitra KSO,jadwal
penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal
pelaksanaan KSOdimulai.

Bagian Ketiga
Persiapan Pelaksanaan KSO

Bagian Kedua
ldentiftka.i Kebutuhan Barangl Ja_

Pasal10
(1) R8UD melakukan identifikasi mengenai kebutuhan barang/jasa yang

direncanakan akan diperoleh melalui KSO.
(2) Dalammelaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), RSUDsekurang-kurangnya mempertimbangkan:
a. tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan KSOdibandingkan

melalui sistem pengadaan barang/jasa seperti biasa;
b. nilai tambah yang didapatkan RSUD dalam meningkatkan kualitas dan

kuantitas pelayanan;
c. volume kebutuhan barang/jasa;
d. jenisyspesifikasi barang/jasa:
e. ketersediaan barang/jasa di pasaran;
f. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra KSO;
g. kondisi keuangan RSUD;atau
h. kondisi teknis di lapangan.

b. persiapan pelaksanaan KSO;
c. penawaran keria samajundangan calon mitra KSO;
d. pemilihan mitra KSO;
e. penetapan mitra KSO;
f. penyusunan naskah perjanjian;
g. penandatanganan naskah peIjanjian; dan
h. pelaksanaan KSO.
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Pasa113
(1) RSUDmelakukan pemilihan Mitra KSO terhadap pihak lain yang mendapatkan

penawaran atau yang diundang untuk melakukan rencana KSOdau/atau pihak
lain yang menawarkan reneana KSOuntuk objek tertentu dengan RSUD.

(2) Dalam melakukan pemilihan calon Mitra KSO, RSUD mempertimbangkan:
a. kemampuan dan/ atau kualifikasi calon Mitra KSO;
b. harga yang termurah danj atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon

Mitra KSOkepada RSUD;
e. spesifikasi telmis yang ditawarkan oleh calon Mitra KSOyang memberikan

nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan RSUD;
d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon

Mitra KSO yang paling sesuai dengan kebutuhan RSUD dalam rangka
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;

e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon
Mitra KSOyang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial danj atau
nonfmansial terhadap RSUD;

f. kemampuan ealon Mitra KSOdalam memenuhi kebutuhan RSUD;dan
g. itikad baik calon Mitra KSOuntuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

RSUD.
(3) Pemilihan calon Mitra KSOsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara

transparan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat,

Bagian Kelima
PemUiban Mitra KSO

Baglan Keempat
Penawaran Kerjasama/Undangan Calon Mitra KSO

P.sa112
(1) Berdasarkan persiapan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam

Pasall1, RSUDmelakukan penawaran rencana KSOatau undangan kepada pihak
lain atau calon mitra KSOyang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai
objekKSO.

(2) RSUDdapat melakukan penawaran atau undangan rencana KSOkepada pihak
lain yang pemah menawarkan rencana kerjasarna kepada RSUD untuk objek KSO
yang sarna.

(3) Dalam melakukan penawaran atau undangan rencana KSO kepada pihak lain,
RSUDmempertimbangkan kemampuan pihak lain tersebut dalam melaksanakan
KSOdengan tetap mengacu pada praktek bisnis yang sehat.

(2) Jangka waktu pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
adalah selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani peIjanjian dan dapat
diperpanjang sesuai kebutuhan.

(3) Direktur dapat membentuk Tim Seleksi MItra KSOyang bertugas melaksanakan
proses persiapan pelaksanaan KSO sampai dengan ditetapkannya pihak lain
sebagai Mitra KSO.
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BallaD XetuJuh
Penyuaunan Naakab Perjanjian

PawlS
(1) RSUDbersama-sama dengan pihak lain yang telah ditetapkan sebagai Mitra KSO

menyusun naskah perjanjian.
(2) Naskah petjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. subjek kerja sama;
b. objek ketja sama:
c. ruang lingkup kerja sarna;
d. hak dan kewajiban;
e. jangka waktu kerja sarna;
f. keadaan memaksa/jbrce majeure;
g. penyelesaian perselisihan; dan
h. pengakhiran ketja sama.

Balian Xeenam
Penetapan Mitra KSO

Paaa114
(1) Setelah melalui proses pernilihan sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 13, RSUD

menetapkan 1(satu) Mitra KSOuntuk 1[satu] objek KSO.
(2) Proses penetapan Mitra KSO dilaksanakan sete1ah tetjadi kesepakatan antara

RSUDdengan calon Mitra KSOuntuk melaksanakan kerja.sama.

a. perorangan;
h. persekutuan perdata;
c. persekutuan firma;
d. persekutuan komanditer;
e. perseroan terbatas;
f. yayasan; atau
g. koperasi.

(4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara
membandingkan minimal terhadap 2 (dua) calon KSOdengan mempertimbangkan
hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(S) Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, RSUDdapat
langsung menunjuk pihak lain sebagai Mitra KSO.

(6) Pihak Lain yang dapat menjadi Mitra KSOmeliputi:
a. pihak pemerintah;
b. pihak swasta; atau
c. badan hukum lainnya.

(7) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:

9



Pasal20
(1) Terhadap pelaksanaan keIjasama BLUD RSUD dengan Pihak Lain dilakukan

pemantauan secara berkala oleh Direktur/Pemirnpin BLUDRSUD.

BABVI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BABV
RASIL KERJASAMA BLUD RSUD DENGAN PIHAK LAIN

Paaall9
(1) Hasil kerjasama BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD dengan

sumber pendapatan dari hasil kerja sarna dengan pihak lain.
(2) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLVD
merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas
BLUD.

(3) Pendapatan Daerah dari pemanfaatan barang milik Daerah selain dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi BLUDsebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan
seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

(4) Pendapatan BLUDRSUDsebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dapat
dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai
dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUDRSUD.

PaAllS
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KSO antara RSUD dengan
Pihak Lain diatur dengan Pedoman atau Standar Prosedur Operasional (SPO) yang
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasa117
(1) Naskah perjanjian yang telah ditandatangani oleh Direktur dan Mitra KSO atau

yang mewakili Mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasa116, menjadi dasar
pelaksanaan KSOantara RSUDdengan Mitra KSO.

(2) Pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun
anggaran dan jabatan seseorang.

Bagian Kesembilan
P.labanaan KSO

Balian Kedelapan
Penandatanlanan Nukah Perjanjian Kerj ... ma

Pa.. .116
Naskah perjanjian yang telah disusun secara bersama-sama antara RSUDdan Mitra
KSO, ditandatangani oleh Direktur dan Mitra KSO atau yang mewakili Mitra KSO
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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~.rl.Si;RKRETARIS OAE~"H.
ASI6t'El'I PE.MERIr-1TAHii'U!~Ait-n~-ESRA

l,J.b
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D E .:N.l S'U H ~ R ~ ~ N
SERlTA DAERAS J{ABUPATEN GARUT
~Al{UN 2020 ~NQMOR'8: ..

:Diundan__gkan di Qatut
'pad. tangg~l1.8~-2 .-'2020
'S_E~TARIS l)AERAH l(ABUPA TEN ,~~t)'T~.

RlJDY'GVNA;WAN

Dlte·tapk~n di 'Ga~
p~da tanggal ,18 - 2. ; 2.020
B'UP AT I GA-R U ').'- - .- . - ,

Pas;ll 22
Peraturan Bupati Inimulai berlaku pada ~ngga1 dlundaagkae ..
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 'a\,ip:ati,ini
dengar; penempatarmya dalam Berita Daerah Kabupaten Oarut,

.Pasa121
(1) 'P~t~sa.ria.an.kerjasamaantara RSUD dengan P~h~l~Lain. yang 'pe;:rsi'a!paI! dan

pelaksanaannya sebelum ditetapkannya .Peraturarr Bupati lot berpedoman pad a
peratunan lama: tentang ketja sa~ dengar; pihak lam,

(~,) Pelaksanaan 'k~rJ?-sa:mf1antara RSUD dengan PiAal( Lam yang pe_rslapan :djln
pelaksanaannya setelah dfte~katiny~- P€~at~ra.nBupati' iUi berpedoman kepada
Peraturan Bupati ~i. paling lama 30 .ltiga puluh) .hari s,ejak ditetapkannya
Peraturan Btrpati Ini,

B~vrI
KETENTUANPlmALI~

(2J Pernantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ·d.jja:l~),lRanuritUk-l'fJeIlge·t:ahq~
t:lngkat keberhasilan peneapaian dan d_?mpak kerjasama,
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